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ABSTRAK

5

Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis dalam perekonomian nasional,
khususnya dalam mempegZahankan ketahanan pangan dan penyediaan lapangan
kerja. Namun demikian salah satu permasalahan pokok yang dihadapi dalam
pembangunan pertanian adalah tingginya laju konversi lahan sawah menjadi non
sawah. Tingginya laju konversi ini dapat disebabkan kurangnya pemahaman
masyarakat terhadap mulfungsi lahan sawah, rendapflya kemauan masyarakat
untuk mempertahankan lahan sawah, serta kebijakan pemerintah melalui rencana
tata ruang wilayah (RTRW) yang tidak konsisten. Lahan sawah juga mempunyai
manfaat penggunaan dan manfaat bukan penggunaan. Dengan demikian lahan
sawah selain sebagai media budidaya atau sumber hasil produksi yang menjadi
sumber pendapatan petani juga mempunyai fungsi lain yang menghasilkan jasa
lingkungan atau mempunyai multifungsi yang manfaatnya dapat dinikmati oleh
masyarakat luas. Bahkan dalam beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa
fungsi lahan sawah sebagai penghasil jasa lingkungan lebih besar dibanding dengan
fungsi lahan sawah sebagai media budidaya jika dinilai secara ekonomi. Untuk itu
dalam rangka memperkecil laju konversi lahan sawah menjadi non sawah
dibutuhkan strategi pengendaliannya sehingga ketahanan pangan dan penyerapan
tenaga dapat dipertahankan.

Kata kunci : multifungsi, lahan sawah, konversi, dan strategi

1. PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang

Salah satu permasalahan pokok yang dihadapi dalam pembangunan
pertanian di Indonesia khususnya dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah
semakin berkurangnya lahan sawah produktif karena beralih fungsi menjadi lahan
non sawah (industry, perumahan, dll). Berdasarkan data statistic pada periode tahun
1999-20027)laju konversi lahan sawah menjadi non sawah rata-rata 141.286
ha/tahun, namun sampai saat ini belum ada data yang akurat terkait dengan hal itu.
Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi ketika laju konversi lahan sawah terus
terjadi tfgpa pengendalian. Perubahan alih fungsi lahan sawah menjadi lahan non
sawah lebih banyak didorong oleh orientasi ekonomi yang mementiggkan
keuntungan jangka pendek dalam pengelolaan sumberdaya alam (SDA), tanpa
memperhitungkan manfaat yang hilang atau kerugian yang terjadi akibat hilangnya
fungsi lingkungan lahan sawah. Hasil penelitian di Jepang (Yoshida 2001)
menunjukkan bahwa nilai manfaat jasa lingkungan lahan sawah dapat dijadikan
instrument kebijakan untuk mempertahankan lahan sawah.

112




Pendekatan multifungsi lahan sawah bukan hanya menilai manfaat hasil-hasil
dari sawah secara financial dan berjangka pendek, tetapi juga menilai jasa
lingkungan lahan sawah secara social (ekonomi lingkungan) dan manfaat jangka
panjang.

Laju konversi lahan sawah menjadi lahan non sawah yang terus meningkat
dari tahun ke tahun dapat disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat
terhadap multifungsi lahan sawah, rendahnya kemauan masyarakat petani
mempertahankan lahan sawah, kurangnya kepedulian masyarakat luas untuk
mempertahankan lahan sawah, serta kebijakan pemerintah melalui RTRW yang
tidak konsisten serta rendahnya penegakan hukum.

1.2. Konversi Lahan Sawah

Lestari (2009) mendefinisikan alih fungsi lahan sawah atau lazimnya disebut
konversi lahan sawah adalah perubahan fungsi lahan sawah sebagian atau seluruh
kawasan lahan sawah dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi
fungsi lain yang menjadi dampak negative (masalah) terhadap lingkungan dan
potensi lahan sawah itu sendiri. Alih fungsi lahan sawah juga dapat diartikan sebagai
perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis
besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin
bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih
baik. @

Kebutuhan lahan untuk kegiatan non-pertanian cenderung terus meningkat
sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan struktur
perekonomian, sehingga alih fungsi lahan pertggjian khususnya lahan sawah sulit
dihindari. Beberapa kasus menunjukkan bahwa jika di suatu lokasi terjadi alih fungsi
lahan sawah, maka dalam waktu yang tidak lama lahan sawah di sekitarnya juga
@eralih fungsi. Hal tersebut disebabkan oleh dua faktor yakni (1) sejalan dengan
pembangunan kawasan perumahan atau industry di lokasi alih fungsi lahan sawah
tersebut, maka aksesibilitas di lokasi tersebut menjadijsemakin kondusif untuk
pengembangan perumahan dan industri yang akhirnya mendorong meningkatnya
permintaan lahan oleh investor lain atau spekulan tanah sehingga harga lahan
sawah disekitarnya meningkat; (2) peningkatan harga lahan sawah selanjutnya
dapat merangsang petani lain di sekitarnya untuk menjual lahan sawahnya (Irawan,
2005). g

gecara nasional luas sawah kurang lebih 7,8 juta hektar, dimana g2 juta
hektar berupa sawabh irigasi dan 3,6 juta hektar berupa sawah non-irigasi. Selama
pelita 1V tidak kurang dari 61.000 hektar lahan sawah telah berubah menjadi
penggunaan lahan non-sawah. Luas lahan sawah tersebut telah beralih fungsi
menjadi perumahan (30%), industry (65%) dan sisanya (5%) untuk penggunaan
lainnya (Wijanarko, dkk 2006).

Winoto (2005) mengemukakan bahwa lahan pertanian yang paling rentan
terhadap alih fungsi adalah lahan sawah, hal ini disebabkan : (1) kepadatan
penduduk di pedesaan mempunyai agroekosistem dominan sawah pada umumnya
jauh lebih tinggi dibandingkan agroekosistem dominan sawah pada umumnya jauh
lebih tinggi dibandingkan agroekosistem lahan kering, sehingga tekanan penduduk
atas lahan juga lebih tinggi; (2) daerah persawahan banyak yang lokasinya
berdekatan dengan daerah perkotaan; (3) akibat pola pembangunan di masa
sebelumnya. Infrastruktur wilayah persawahan pada umumnya jauh lebih baik dari
pada wilayah lahan kering; dan (4) pembangunan sarana dan prasarana
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pemukiman, kawasan industry, dan sebagainya cenderung berlangsung cepat di
wilayah bertopografi datar, dimana pada wilayah dengan topografi seperti ini
ekosistefh pertaniaanya dominan areal persawahan.

Proses alih fungsi lahan sawah ke penggunaan non sawah disebabkan tiga
factor yakni (1) faktor eksternal, merupakan faktor yang disebabkan oleh adanya
dinamika pertumbuhan perkotaan, demografi maupun ekonomi; (2) faktor internal,
lebih melihat dari sisi yang disebabkan oleh kondisi sosial-ekonomi rumah tangga
petani pengguna lahan sawah; (3) faktor kebijakan, yaitu aspek regulasi yang
dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan
perubahan fungsi lahan sawah. Kelemahan pada aspek regulasi atau peraturan
terutama terkait dengan masalah kekuatan hukum, sanksi pelanggaran dan akurasi
objek lahan yang dilarang untuk dikonversi (Lestari 2009).

Menurut Wicaksono (2007) faktor lain penyebab af fungsi lahan sawah
terutama ditentukan oleh (1) rendahnya nilai sewa tanah (land rent), yakni lahan
sawah yang berada disekitar pusat pembangunan dibandingkan dengan nilai sewa
lahan untuk permukiman dan industry; (2) lemahnya fungsi kontrol dan
pemberlakukan peraturan oleh lembaga terkait; dan (3) semakin menonjolnya tujuan
jangka pendek yaitu memperbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa
mempertimbangkan kelestarian/keberlanjutan (sustainability) sumber daya alam di
era otonomi daerah.

Berdasarkan hasil suatu studi terdapat perbedaan yang sangat nyata antara
rasio sewa lahan untuk sektor pertanian dengan sektor non pertanian. Perbandingan
nilai sewa lahan sawah untuk usahatani (padi atau palawija) dengan perumahan,
industri dan kawasan wisata secara berturut-turut mencapai 1:622; 1:500 dan 1:14
(Nasution dan Winoto 1996). Namun demikian kelemahan analisis ekonomi
mengenai sewa lahan tersebut adalah hanya menilai manfaat penggunaan langsung
yang memiliki nilai pasar (marketable goods). Pada hal suatu hamparan lahan
sawah selain mempunyai manfaat penggunaan langsung yang menghasilkan produk
yang mempuyai harga pasar juga menghasilkan produk yang belum mempunyai
harga pasar (non-marketable goods). Disamping itu dalam analisis land rent tersebut
belum diperhitungkan nilai sekarang (present value) dari hasil sawah yang
semestinya akan selalu diperoleh sepanjang masa (indefinite period of time) jika
lahan tersebut tidak dikonersi serta adanya harapan peningkatan produktivitas dan
harga lahan dimasa mendatang. Demikian juga resiko ketidakpastian penghidupan
para petani yang lahannya dikonversi akibat adanya perubahan sumber mata
pencaharian.

Dengan demikian lahan sawah selain sebagai media budidaya atau sumber
hasil produksi yang menjadi sumber pendapatan petani juga mempunyai fungsi lain
yang menghasilkan jasa lingkungan atau mempunyai multifungsi yang manfaatnya
dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Bahkan dalam beberapa hasil penelitian
menunjukkan bahwa fungsi lahan sawah sebagai penghasil jasa lingkungan lebih
besar dibanding dengan fungsi lahan sawah sebagai media budidaya jika dinilai
secara ekonomi.

1.3. Multifungsi Lahan Sawah

Multifungsi lahan sawah adalah berbagai fungsi lahan sawah bagi lingkungan,
baik yang dapat dinilai secara langsung melalui mekanisme pasar dari produksi atau
jasa yang dihasilkannya maupun yang tidak secara langsung dapat dinilai berupa
kegunaan yang bersifat fungsional bagi lingkungan, baik aspek biofisik-fisika-kimia,
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sosial ekonomi, maupun budaya. Multifungsi lahan sawah sebagai aspek biofisik-
fisika-kimia antara lain sebagai pemasok sumber daya air, pengendali erosi,
pengendali banjir, pengendali longsor, penyejuk udara, penyerap sampah organic,
penyerap karbon (COz), penghasil oksigen (Oz) dan keragaman hayati. Multifungsi
lahan sawah terhadap lingkungan sebagai aspek social ekonomi antara lain :
sebagai penyedia lapangan pekerjaan, sebagai sumber pendapatan, tempat
rekreasi, dan penyangga atau stabilitas ketahanan pangan. Multifungsi lahan sawah
terhadap lingkungan aspek budaya adalah sebagai pelestari budaya pedesaan
(Yoshida 2001). Manfaat fungsi lingkungan lahan sawah tersebut mempunyai ciri
sebgai barang umum (public goods) yang dapat dinikmati oleh setiap orang tanpa
harus membayar, sehingga pengambil manfaat dari hasil Multifungsi lahan sawah
tersebut kurang atau tidak menyadari telah memperoleh manfaat lain dari
keberadaan lahan sawah.

Mengingat fungsi lingkungan lahan sawah merupakan barang umum (public
goods) maka diperlukan valuasi ekonomi yang dapat menilai dan kebijakan untuk
menginternalisasikan manfaat jasa lingkungan lahan sawah, sehingga petani pun
dapat menikmati jasa lingkungan lahan sawah yang dihasilkannya. Kebijakan
tersebut diperlukan karena mekanisme pasar hasil-hasil pertanian, seperti harga
gabah belum memperhitungkan nilai manfaat barang atau jasa lingkungan lahan
sawah yang bersifat barang umum tersebut. Dalam rangka menilai lahan sawah dan
kebijakan pertanian yang dimaksud perlu didukung oleh pengetahuan dan
pemahaman masyarakat baik itu petani maupun masyarakat non petani mengenai
multifungsi lahan sawah. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang baik
terhadap multifungsi lahan sawah akan akan memberikan kepedulian masyarakat
terhadap jasa lingkungan lahan sawah.

Berdasarkan pendekatan tersebut dapat dinyatakan bahwa selama ini harga
hasil sawah seperti gabah hanya didasarkan pada besaran biaya produksi usahatani
dan produktivitas saja, sedangkan manfaat lingkungannya baik aspek biofisik
maupun social ekonomi dan budaya belum diperhitungkan. Hasil manfaat fungsi
lingkungan lahan sawah mempunyai ciri sebagai barang umum (public goods)
karena pihak pengambil manfaatnya sulit dibatasi, artinya selain petani juga
masyarakat non petani. Barang umum adalah barang atau jasa yang jika diproduksi
produsefflya tidak mampu mengendalikan siapa yang berhak memanfaatnya,
bahkan produsen tidak dapat meminta konsumen untuk membayar atas konsumsi
barang tersebut. Disisi lain pihak konsumen tahu persis bahwa barang tersebut
diproduksi dan produsennya tidak mempunyai kendali atgf} siapa yang
mengkonsumsinya. Ciri-ciri utama barang umum adalah : (1) on-rivalry (tidak ada
ketersaingan) atau non divisible yang berarti konsumsi seseorang terhadap barang
tersebut tidak mengurangi konsumsi orang lain terhadap barang yang sama dan (2)
non excludable (tidak ada larangan) yang beZyti pada saat seseorang
mengkonsumsi barang tersebut ia tidak bisa melarang orang lain untuk
mengkonsumsi barang yang sama (Matsumoto 2002, Suparmoko dan Suparmoko
2000).

Apabila manfaat fungsi linggEjgan tersebut diperhitungkan maka harga
komoditas lahan sawah seharusnya lebih tinggi dari pada harga pasar yang berlaku
saat ini. Karena ketika fungsi lingkungan diperhitungkan maka masyarakat
seharusnya membayar manfaat fungsi lingkungan yang dihasilkan lahan sawah. Hal
ini bisa dilakukan dengan melalui system pembayaran jasa lingkungan lahan sawah
dari masyarakat non petani melalui kebijakan pemerintah.
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Berdasarkan hal tersebut maka petani seharusnya mendapatkan bantuan
dalam mengelola usahataninya. Bantuan tersebut dapat berupa insentif ekonomi
Eklalui mekanisme pasar atau kebijakan pemerintah melalui gBhingkatan
pendapatan dan kesejahteraan petani dan keluarganya. Peningkatan pendapatan
dan kesejahteraan petani dan keluarganya yang layak akan menjadi faktor penting
dalam mengendalikan konversi lahan sawah ke non sawah. Keterkaitan antara
ekonomi dan ekologi, maka bantuan khusus pada lahan sawah pada dasarnya
bukan hanya untuk petani tetapi juga untuk masyarakat non petani, termasuk
pelestarian kualitas lingkungan.

Multifungsi Lahan Sawah

4 ‘ \

Media Budidaya Fungsi Lingkungan Fungsi Lingkungan
Biologi-Fisika-Kimia Sosial-Budaya
4 l X
Pangan Serat 1. PemasokS. Daya Air 1. Ketahanan pangan
(Sandang) 2. Pengendali erosi 2. Penyedia lapangan
3. Pengendali banjir 3. Kerja tempat rekreasi
4. Pengendali banjir 4. Pelestarian budaya
v 5. Pengendali longsor pedesaan/lokasi
6. Penyejuk udara
Ba 'ja ng 7. Penyerap Sampah Organik
privat 8. Penyerap karbon (CO,)
9. Penghasil oksigen
10. Keragaman hayati
v
Petani

Barang Umum
Public goods

A

< Masyarakat Luas Termasuk Petani

Valuasi ekonomi :
Menggunakan harga pasar

v

Multifungsi lahan valuasi ekonomi :
Menggunakan harga non pasar

Nilai Ekonomi Total Lahan Pertanian

Gambar 1 : Multifungsi Lahan Sawah
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Masyarakat petani sebagai masyarakat hulu yang tetap mempertahankan
lahan sawahnya menghasilkan manfaat jasa lingkungan melalui kegiatan
usahataninya. Manfaat jasa lingkungan lahan sawah tersebut selama ini belum
secara eksplisit dinilai dan dibayar oleh masyarakat yang menikmatinya. Manfaat
jasa lingkungan lahan sawah akan berkurang atau hilang apabila petani tidak
melakukan kegiatan usahataninya. Oleh karena itu petani berhak atas pembayaran
jasa lingkungan lahan sawah ketika melakukan usahataninya. Disisi lain ada
masyarakat yang menikmati manfaat jasa lingkungan lahan sawah yakni masyarakat
perkotaan atau masyarakat hilir. Perbaikan usahatani di wilayah hulu atau
mempertahankan kualitas lahan sawah di wilayah hulu akan berdampak positif
terhadap kualitas/mutu lingkungan di wilayah hilir. Oleh karena itu masyarakat hilir
selayaknya membayar jasa lingkungan lahan sawah sebagai partisipasinya terhadap
masyarakat hulu yang mempertahankan kualitas lingkungan lahan sawah.

Mekanisme pembayaran jasa lingkungan lahan sawah masyarakat hilir dan
masyarakat hulu tersebut memerlukan adanya kebijakan pemerintah mengingat
pihak swasta atau individu (mekanisme pasar) tidak mungkin akan melakukan
secara sukarela karena tidak memberikan keuntunggjsecara privat. Menilai jasa-
jasa lingkungan pada dasarnya dinilai berdasarkan “willingness to pay (WTP) dan
“willingness to accept’” (WTA). Willingness to pay dapat diartikan sebagai berapa
besar orang mau membayar untuk memperbaiki lingkungan yang rusak (kesediaan
konsumen untuk membayar), sedangkan willingness to accept adalah berapa besar
orang mau dibayar untuk mencegah kerusakan lingkungan (kesediaan produsen
menerima kompensasi) dengan adanya kemunduran kualitas lingkungan. Kesediaan
membayar atau kesediaan menerima merefleksikan preferensi individu, kesediaan
membayar dan kesediaan menerima adalah parameter dalam penilaian ekonomi
(Pearce dan Moran, 1994).

Ketika konversi lahan sawah menjadi non sawah terus meningkat, dengan
berbagai alasan, sebenarnya menunjukkan rendahnya pemahaman dan
pengetahuan masyarakat tentang Multifungsi lahan sawah. Sehingga penilaian
terhadap manfaat lahan sawah juga relative rendah. Akibatnya petani hanya dihargai
atas dasar nilai pasar dari komoditi yang dihasilkan dari lahan sawah tersebut,
sedangkan nilai manfaat jasa lingkungan yang dihasilkan belum diperhitungkan.

Dalam pengelolaan lahan sawah yang didukung dengan pengetahuan dan
pemahaman masyarakat yang baik terhadap multifungsi lahan sawah diharapkan
dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik petani maupun non petani
sekaligus memelihara kualitas lingkungan. Pengetahuan dan pemahaman
multifungsi lahan sawah oleh petani dapat menimbulkan rasa bangga untuk
mempertahankan lahan sawah yang mereka miliki. Demikian pula masyarakat non
petani yang mengetahui dan memahami multifungsi lahan sawah akan mendukung
usaha mempertahankan lahan sawah selaras dengan pelestarian lingkungan atau
mempertahankan mutu lingkungan. Disisi lain bahwa dalam mempertahankan
kualitas lingkungan khususnya mempertahankan lahan-lahan produktif atau lahan
sawah, pemerintah harus konsisten dalam mempertahankan Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW).

1.4. Dampak Konversi Lahan Sawah

Konversi lahan sawah ke non sawah, akan berdampak pada peningkatan
kemiskinan, penggangguran dan urbanisasi, menurunkan stabilitas ketahanan
pangan khususnya beras, dan menurunkan kualitas/mutu lingkungan. Disisi lain
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dampak keika konversi lahan sawah tersebut ke non sawah maka akan menjadikan
kapasitas produksi lahan sawah hilang dan sekaligus menghilangkan kesempatan
kerja bagi masyarakat pedesaan khususnya petani.

Perlu Pemahaman Jasa Lingkungan Lahan Sawah

t

Kemiskinan, Pengangguran,
Urbanisasi, Ketahanan Pangan, Kualitas
Lingkungan

|

Kebijakan Konversi Lahan Sawah Kegagalan Pasar

1

Menjadi Petani Kurang Menarik |, Rasio Harga Out
put/input
Rendah

v
F 3

Penguasaan Lahan
Sawah Sempit/ »
Buruh Tani

Gambar 2 Dampak Konversi Lahan Sawah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahmanto, dkk (2002), ditinjau
dari aspek produksi, kerugian akibat konversi lahan sawah di Jawa selama kurun 18
tahun (1981-1998) diperkirakan telah menyebabkan hilangnya produksi beras sekitar
1,7 juta ton/tahun atau sebanding dengan jumlah impor beras tahun 1984-1997 yang
berkisar antara 1,5-2,5 juta ton/tahun.

Konversi lahan sawah juga menyebabkan hilangnya kesempatan petani
memperoleh pendapatan dari usahataninya. Dalam penelitian Rahmanto, dkk (2002)
juga menyebutkan, hilangnya pendapatan dari usahatani sawah di Jawa Barat dan
Jawa Timur mencapai Rp. 1,5-2 juta/ha/tahun dan kehilangan kesempatan kerja
mencapai 300-480 HKO/ha/tahun. Perolehan pendapatan pengusaha traktor dan
penggilingan padi juga ikut berkurang, masing-masing sebesar Rp. 46.000-Rp.
91.000 dan Rp. 45.000-Rp. 114.000 per hektar per tahun akibat terjadinya konversi
lahan sawah menjadi non-sawah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wijanarko, dkk (2006) terkonsentrasi
nya pembangunan perumahan dan industri di Pulau Jawa, disatu sisi menambah
terbukanya lapangan kerja di sektor non-pertanian, akan tetapi juga menimbulkan
dampak negative yang kurang menguntungkan, antara lain (1) berkurangnya luas
lahan sawah yang mengakibatkan turunnya produksi padi, yang mengganggu
tercapainya swasembada pangan dgFf timbulnya kerawanan pangan serta
mengakibatkan bergesemya lapangan Kerja dari sektor pertanian ke sektor non-
pertanian. Apabila tenaga kerja tidak terserap seluruhnya akan meningkatkan angka
penggangguran; (2) Investasi pemerintah dalam pengadaan prasarana dan sarana
pengairan menjadi tidak optimal pemanfaatanya; (3) kegagalan investor dalam
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melaksanakan pembangunan perumahan maupun industry, sebagai dampak krisis
ekonomi, atau karena kesalahan perhitungan mengakibatkan tidak termanfaatkan
nya lahan yang telah diperoleh, sehingga meningkatkan luas lahan tidur yang pada
gilirannya juga menimbulkan konflik social seperti penjarahan lahan; (4) berkurang
nya ekosistem sawah terutama di jalur pantai utara Pulau Jawa sedangkan
percetakan sawah baru di luar Pulau Jawa sangat besar biayanya.

5
1.5. Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.
1. Pemahaman Masyarakat Terhadap Multifungsi Lahan Sawah.

Pengelolaan lahan sawah yang didukung oleh pengetahuan, pemahaman dan
apresiasi yang baik terhadap Multifungsi lahan sawah akan meningkatkan
kesejahteraan petani dan masyarakat luas sekaligus mempertahankan kualitas
lingkungan hidup. Pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang Multifungsi
lahan sawah oleh petani akan menimbulkan rasa bangga (pride) karena berusaha
tani menjadi sumber perhatian dan kepedulian petani terhadap masyarakat luas,
khususnya dalam penyediaan pangan.

Demikian pula masyarakat luas yang mengetahui dan memahami multifungsi
lahan sawah dengan baik akan mendukung usaha-usaha pembangunan pertanian
yang selaras dengan pelestarian lingkungan. Misalnya masyarakat luas mendukung
petani untuk tetap mempertahankan lahan sawah.

Selama ini manfaat Multifungsi lahan sawah belum diinternalisasikan kedalam
perhitungan usahatani, karena fungsi lahan sawah selama ini masih dianggap
sebagai media budidaya, sedangkan manfaat sebagai fungsi lingkungan biofisik dan
fungsi lingkungan social budaya belum diperhitungkan.

2. Kebijakan Pemerintah.

Berbagai kebijakan yang terkait dengan masalah konversi lahan sawah ke
non-sawah sudah dilakukan pemerint@f) tetapi sampai saat ini implementasinya
belum diwujudkan secara optimal. Ada tiga kendala mendasar yang menjadi alasan
mengapa peraturan pengendalian konversi lahan sawah ke non-sawah sulit
terlaksana, yakni (1) kendala koordinasi kebijakan, dimana disatu sisi pemerintah
melarang terjadinya konversi lahan tersebut melalui kebijakan pertumbuhan
industrialisasi/manufaktur dan sektor non-pertanian lainnya yang dalam kenyataan
nya menggunakan lahan sawah; (2) kendala pelaksanaan kebijakan, dimana
peraturan-peraturangpengendalian konversi lahan sawah ke non-sawah hanya
dikenakan pada perusahaan-perusahaan atau badan hukum yang akan
menggunakan lahan atau akan merubah lahan sawah ke non-sawah. Sedangkan
perubahan lahan yang dilakukan oleh perorangan belum tersentuh oleh peraturan
tersebut, pada hal perubahan lahan sawah ke non-sawah yang dilakukan
perorangan cukup tinggi; (3) kendala konsistensi perencanaan, dimana Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang kemudian dilanjutkan dengan mekanisme
pemberian izin lokasi, merupakan instrumen utama dalam pengendalian konversi
lahan sawah beririgasi teknis. Namun dalam kenyataanya banyak RTRW yang justru
merencanakan untuk mengalih fungsikan lahan sawah beririgasi teknis menjadi
lahan non-sawah.

2. Kesimpulan
Ada tiga kelompok yang sangat berperan dalam pengendalian konversi lahan
sawah ke non-sawah yakni petani, masyarakat luas dan pemerintah. Strategi
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pengendalian konversi lahan sawah ke non-sawah adalah :

1. Multifungsi lahan sawah dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengendalikan
konversi lahan sawah ke non-sawah.

2. Petani memegang peranan penting dalam mempertahankan konversi lahan
sawah ke non-sawah, sehingga dengan demikian petani menjaga kualitas
lingkungan hidup.

3. Masyarakat luas harus peduli terhadap kesediaan petani untuk mempertahankan
lahan sawah mereka sebagai wujud dalam menjaga kualitas lingkungan hidup,
dengan jalan system pembayaran jasa lingkungan lahan sawah dari masyarakat
luas melalui kebijakan pemerintah.

4. Kebijakan pemerintah melalui RTRW harus diimplementasikan secara konsisten.
Penegakan hukum (law enforcement) harus diperkuat melalui advokasi publik
secara konsisten.
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